
TELiii D:t{cREKS,
DAN SESUAi l{E'i.Ei,tTUAN
PERttrlD.qNG - IJNDANGAN

Menimbang
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TEI{TAITG

PEIUABARAI{ PERTAI{(xirrNc\taIrABAlt pELru(S/rrrAAIr ANGGARAN
PEITDAPATAIT DAN BEL/\NJA DAIRAII KABT'PATET PARIGI MOUTONG

TATII'N AITGGARAIT 2015

DEI{GAIY RAIIMAT TT'IIATT YANG UAIIA ESA

BUPATI PARIGI MOUTOITG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ll Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungiawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;



Mengingat : i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi D-an Bangunan (Lembaran Negara

Republik lndonesia rahun tsgs Nomor 68, ramu"atran tembaran Negara Republik lndonesia Nomor

3312) sebagai-".r" t.l.i-iirru"t d"r,g"r, Undang-Undang Nomor !] ratru' 1994 (tembaran Negara

Republik Indonesia r"iru., iS9+ Nom-or 62, Tambahan 6'mbaran Negara Republik Indonesia Nomor

356e);

Undang-UndangNomor2lTahunlggTtentangBeaPerolehan.|"lA?"TanahDanBangunan
(I.:mbaran Negara neputtit< Indonesia Tahun" 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana tetan aiuuatr dengan undang-undang Nomor 2O

Tahun 2o00 (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20o0 Nomor 130, Tambahan lrmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3988); h-,-:t- n^- D-r.^- n6
Undang-UndangNomor28TahunlgggtentangPenyelenggar--aNegaraYangBersihDanBebasDan
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (tr-mbaran n.g.i" *.oFlif Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

TambalranLembarant'legaraRepubliklndonesiaNomor3S5l);
Undang-undang Nomor lo Tahun 2O02 tentang Pembentukan. Kabupaten Parigi Moutong Di

provinsi Sulawesi Tengah (tembaran Negara n.p"L-fit lndonesia Tahun 2ooz Nomor 23' Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara..(kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo3 Nomor 47, Tambahan k;ts;; rqe"gara Re-publik tndonesia Nomor 4286);

Qndang-Undang Nomor I Tahun 2oo4 tentang Perbendaharaan Negara (l'embaran Negara Republik

[ndonesia Nomor S fafrun ZOO4 No-o,. 5, Tairbahan 6mbaran Negara Republik Indonesia Nomor

a3ss);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan TanggUng Jawab

Keuangan Negara (kmbaran Negar? n.p,.rurili Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaian Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(l.embaran Negara Republik Indonesia t"rt"" i6o+ Nomor 104, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);
g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

Dan pemerintahan Daerah (lembaran N;;;1- n"p"Ufi[-^f"aonesia Tahun 2OO4 Nomor 126'

1"-U"ft". lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438];

10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Iembaran

Negara Republik ir,Jor,."i" Tahun 2009 
-l..i;-jot 

i3o, tamuatran Lcmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);
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I l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ([e mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2441Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia-Nomor SSST)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan lcmbaran Negara Republik tndonesia
Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O0l Nomor I18, Tambahan l:mbaran Negara Republik lndonesia ttomor +iSS;;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2ool tentang Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOl Nomor I 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia ttomor +iSS;;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah (Lrcmbaran Negara Republik tndonJsia
Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2007 (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O05 tentang Pengelolaan Layanan Umum (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik tndonesia
Nomor 45O2), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

14.

15.

lo-

([rmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor l7l, Tambahan Lembaran Negara
Lgpublik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20O5
Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 137,
Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor
65 Tahun 20lO (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ll0. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157|;

58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

tentang Dana Perimbangan ([e mbaran Negara
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

le Peraturan Pemerintah Nomor
Negara Republik Indonesia
Indonesia Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal {lrmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585];

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi
Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5163);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201 I tentang Pinjaman Daerah {Le mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20l I Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s2l9);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 5 , Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
52721;
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l
Tahun 201 1 :

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Parigi Moutong (kmbaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009 Nomor 26,
Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor ll3) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 (lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 148);

19.

20.

21.

22.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun
Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Moutong Tahun 2014 Nomor 51 );
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun

2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Tahun Anggaran 2015 ( Berita Daerah Kabupaten Parigi

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40
tahun 2Ol4 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi
Moutong Tahun Anggaran 2015 ( Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor l5);

28. Feraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabipaten Parigi
Moutong Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 28);

)

,



29. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 20 14 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
parigi Moutong Tahun 20l4 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 29);

MEMUTUSI(II{:

PERATURAN BUPATT TENTAXG PENJAAARAII PERTAX(X}UHGJAWABAN PELAKSANAAI{
ANGGIARAIf PENDAPATAIT DA,I{ BELAITJA DA.ERTH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN
AI{CTGARAI{ 2015.

Menetapkrn

laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran

l. Pendapatan:
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbdngan
c. Lain-lain Petldapatan yang Sah

Jumlah Pendapatan
2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung
l) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga
3) Belanja Hibah
4) Belanja Bantuan Sosial
5) Belanja Bagi Hasil
6) Belanja Bantuan Keuangan
7) Belanja Tldak Terduga

P$al I

2Ol5 terdiri atas :

Rp 77,A41,a95,799.O2
Rp 862,588,694,3OO.00
Rp 227,95O,7O9,685.OO

473,t59,237,994.57
I,197,486,764.55
5,033,O53,400.OO

497,500,OO0.OO
1,189,816,620. r4

r 53,956,344,674.00
Rp 696,a72,876.41

Rp 1,168,381,299,784.O2

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp 635,730,312,329.67



b. Belanja lantgsung
l) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

Jumlah Belanja
Surplus/Defrsit

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Rp 62,648,690,9O3.O0
Rp 230,484,445,173.15
Rp 258,654,126,894.20

Rp 7A,905,368,752.07
Rp 2,566,666,667.00

Rp 551,787,262,970.35
Rp (19,136,27s,516.00)

Rp 76,338,702,085.O7
Rp 57,202,426,569.O7

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa lrbih PembiaYaan Anggaran

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2015 terdiri dari :

a. Saldo Anggaran lrbih Awal

b. Penggunaan SAL sgbagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Subtotal .,,

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

subtota-l

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Lain-lain
Saldo Anggaran L€bih Akhir

d.

e.

Pasal 2
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam L'ampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

Pagd 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka l' angka 2' dan angka 3

dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran'

Rp 7a,9o536a,752-o7
RD 78.9O5,368,752'O7

Rp

Pp E,n2,a%,s@M-
Rp

Rp

Rp

57,202,426,569.O7

13o,o49,929.7s1

57,t72,376,639.32
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Pasel 4
penjabaran lebih lanjut dari Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam

Lampiran ll yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal I sePraubPr zPt6

BUPATI PARIGI MOUTONG,

(M*
SAIISURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal I Septgraber zot6

SEXRETARIS DAERAH
I(ABUPATEN PARIGI PARIGI MOUTONG,

EKKA PONTOH

BERITA DAERAH I(AAUPATEN PARIGI UOUI1ONG TATil'il 2016 I{OUOR 1o

.


